KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Bagir, Marzuki & Pabotinggi Membedah "Kedaruratan"
: Rabu, 26 Juni 2019

: Rakyat Merdeka

: 1 9

’ "PELUNCURAN. iy AGUS su‘mavo DIHADIRI KETUA "

keadaandarurat, status darurat, state’

f dltempelkan dengan at danm’e  Dovan s Nm W Unurt oftceptn, dndemoes S

- Seperti daroratnarkoba, darurat - PWI Pusat periode. 2008-2013 dan sendiri menunjukkan, demokrasi-

f:,&,terorlsmc, garu:at perckonomian,  2013:2018 Margiono, Ketua PWI* ¢ clalu lahirdattrahim keadasn daru-

. Politik Glorglg Agamben
\*‘j"‘anggotaDewanPersAgus Sudbyo.  mantan Jekse Agun Marzuki Da- negata demokees"weapnyas
" Kemann, buku fersebutiluncurkan msman,danakadérmm Prof Mochtar "Kedaniatan it Kata Agus, kerap'
i Hall Gedim
" S Jakarta Pusat, Pefuncuran fni Agus menjelaskan, buku ind ! Aeane i

alam, Apakah  Pusat Atal Dapar, tokoh pers har . at. Menifestas keadaan darrat tu
THali ;.,,'Bmtang, dan budayawan Sud]lWU Cadalah revolus, suksesi, reformasi,
jud, Demokees - Tedio. ket gz peoplpower, Natun
‘ ,‘;...;.:,;e tg;?q"“:‘:'l dnbedar& olehs pertanyaaﬁya, bagaimana keadaan
;arya‘; mantan Ketua MA Bagir Manan, darurat itompatkan dalamnomaltas

g Dewint Pers, Kebon Pabotinggi ‘ dmyatakan dalam keadaanyang SesU-

dihadm banyak tokoh Antara laﬁnjff‘memprolﬂemauslrhubmgan antarg 0 msmaune KE HAL 9‘,-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Baglr I\/IarzuI<| & Pabotingagl

. DARI HALAMAN 1

ngguhnya tidak benar-benar darurat,
krisis. Bahkan, sering dideklarasikan
dalam keadaan normal. Deklarasi itu
dilakukan baik penguasa maupun la-
wan penguasa. ‘“‘Masalahnya, deklarasi
darurat ini adalah deklarasi penang-
guhan prinsip-prinsip demokrasi,”
tambah dia.

M Nuh memberi apresiasi tinggi.
Menurut Nuh, buku Agus merupakan
hasil karya keilmuan yang sangat mena-
rik. “Menarik karena ada kata kedaru-
ratan. Kombinasi antara sesuatu yang
normal dan abnormal. Karena me-
mang kehidupan selalu ada exception.
Darurat itu termasuk exception. Se-
suatu yang tadinya haram itu bisa halal,

A zalau kondisinya darurat,” ucap mantan
Mendikbud ini.
Seda.ngkan Bagir Ma.nan lebih mene-
~kankan ke sisi demokrasi. Menurutnya,
tidak ada definisi yang jelas mengenai
demokrasi. Padahal, masalah tersebut
sudah dikupas sejak beribu-ribu tahun
lalu oleh banyak ilmuwan.

“Tak ada fenomena lain yang begitu
hebat .menjadi objek pengkajian dan
pembicaraan ilmiah maupufr nonil-
miah. Mengapa? Karena sejak awal
sebetulnya tidak-ada definisi tentang
dempokrasi itu. Setiap orang dapat
mendefinisikan demokrasi. Bahkan,
ada tesis-tesis yang sama-sama klaim
demokrasi tapi kontradiksi satu sama
lain. Seperti demokrasi liberal, ternyata
sangat kontradiktif dengan demokrasi di
mahasiswa. Termasuk bidang hukum,””
jelasnya.

Ada pun Marzuki Darusman mengu-

pas Giorgia Agamben, filosof yang
teorinya dipakai dalam buku tersebut.
Kata Marzuki, Agamben secara
gamblang mempersepsikan bahwa
keadaan darurat merupakan hal yang
melekat pada demokrasi dan yang bisa
menghadirkan pengecualian.

“Sejak revolusi, proklamasi, Dekrit
5 Juli 1959, Surat Perintah 11 Maret
1966, itu semua pengumuman tentang
keadaan darurat. Ini yang melahirkan
kondisi umum pengecualian di mana
masyarakat, negara, dan pemerintah
merasa perlu melakukan tindakan-tin-
dakan yang luar biasa,” paparnya.

Bambang Soesatyo juga diminta
memberikan pandangan. Dalam pa-
parannya, Bamsoet, sapaan Bambang,
mengingatkan bahwa demokrasi dan
hak politik rakyat harus sejalan dan
tidak boleh tergadaikan oleh kepen-
tingan apa pun. “Bila demokrasi dan
hak politik rakyat hanya dipermainkan
kelompok tertentu yang hanya memen-
tingkan diri sendiri, unsur pesimisme
yang disampaikan Giorgio Agamben
atas demokrasi menjadi terbukti.
Karena yang akan muncul bukanlah
demokrasi sejati, tetapi hanyalah tirani
mayoritas. Yang akan terjadi adalah
ketidakseimbangan antara hukum pub-
lik dan fakta politik,” ujarnya. .

Bamsoet menilai, kehadiran buku
Agus sangat bermanfaat dalam proses
pendidikan politik bangsa Indonesia.
Khususnya mendewasakan pola pikir
masyarakat dalam memahami, menga-
nalisa, dan mempraktikkan nilai-nilai
demokrasi. Sehingga, demokrasi yang
dijalankan adalah demokrasi yang
substansial, tidak hanya demokrasi
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